BPK UNGKAP 9.158 TEMUAN SENILAI RP18,37 TRILIUN
PADA SEMESTER 1-2022
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674
permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester 1-2022. Ketua BPK Isma Yatun
memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem
Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rpl17,33 triliun terkait
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan
senilai Rp1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) | Tahun 2022
kepada DPR dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Ketua BPK menjelaskan permasalahan
ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi
kerugian, dan kekurangan penerimaan negara sebanyak 5.465 permasalahan senilai
Rpl17,33 triliun. Selain itu, juga ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi
sebanyak 2.651 permasalahan. “Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan,
tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset, baru sebesar
Rp2,41 triliun atau 13,9 persen,” kata Ketua BPK. Selanjutnya Ketua BPK menyatakan
telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (LK) pemerintah pusat dengan
132 LK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan empat LK Kementerian/
Lembaga (LKKL) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni
Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), dan Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (LIPI). BPK telah
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memberikan opini WDP terhadap satu dari 39 LK pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN)
tahun 2021. Kemudian, BPK juga telah memeriksa 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD)
tahun 2021, dengan sebanyak 500 pemerintah daerah (pemda) atau 92,4 persen memperoleh
opini WTP, 38 pemda atau 7 persen memperoleh opini WDP, dan 3 pemda atau 0,6 persen
memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Ketua BPK mengungkapkan dari
542 pemerintah daerah (pemda), terdapat satu pemda yang belum menyampaikan LKPD,
yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Selain itu, BPK juga memeriksa
laporan keuangan tahunan (LK Tahunan) badan lainnya tahun 2021, yakni Bank Indonesia
(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Tercatat, sejak 2005 hingga Semester 1-2022, BPK telah menyampaikan 660.894
rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp302,56 triliun kepada entitas yang diperiksa.
Hingga semester 1-2022, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan melakukan
penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,60
triliun.

Sumber berita:

1. https://www.tvonenews.com/ekonomi/72118-bpk-ungkap-9158-temuan-senilai-rp1837-
triliun-pada-semester-i-2022?page=3, 4 Oktober 2022.

2. https://www.antaranews.com/berita/3156513/bpk-ungkap-9158-temuan-senilai-rp1837-
triliun-pada-semester-i-2022, 4 Oktober 2022.

Catatan:

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD
tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga
negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha
milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan
dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil
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pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa
untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak
yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan
hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif,
penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah
selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar tersebut merupakan ringkasan dari Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada Semester | Tahun 2022.
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